BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 154 TAHUN : 2012 SERI : D

WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daecrah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah
Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi,
maka dipandang perlu penyesuaian terhadap tugas
pokok, fungsi dan uraian tugas pada Lembaga Teknis
Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Cimahi;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Cimahi tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas pada
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86
Seri DJ;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daecrah Kota Cimahi
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Dacrah
dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimabhi
(Lembaran Daecrah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor
148 Seri D);

14. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas pada
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN
TUGAS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor
12 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 101 seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Inspektorat Kota Cimahi diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

2. Ketentuan Lampiran RSUD Cibabat Kota Cimahi diubah

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku selambat-lambatnya
pada tanggal 31 Desember 2012.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Agushus 2012
WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Agustug 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI {y

9,,\ Drs. H. BAMBANG ARIE NUGROHO, M.M.
Y Pembina Utama Muda
NIP. 19550308 198303 1 005

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 154 SERI D
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